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tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan menaati prosedur yang 

sudah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan yang sudah ada 

agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. 

3. Kepada debitur (konsumen/masyarakat) hendaklah selalu melakukan 

prestasinya atau kewajibannya kepada kreditur supaya perjanjian 

pembiayaan dapat berjalan dengan mulus dan aman. Pemerintah perlunya 

penyuluhan hukum terhadap perusahaan-perusahaan atau lembaga 

pembiayaan dalam hal eksekusi terhadap objek jaminan. Perjanjian 

pembiayaan konsumen dan juga perlu untuk pengawasan oleh pemerintah 

dalam hal melakukan eksekusi objek jaminan. 
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